
[ SALINAN l 

BUPATI LAMONGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
NOMOR 14 TAHUN 2010 

TENTANG 
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK 

DAN AKTA CATATAN SIPIL 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten 
Lamongan pada tanggal 21 Desember 2010 telah 
menetapkan besaran Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catalan Sipil sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
14 Tahun 2010; 

b. bahwa administrasi kependudukan sebagai 
suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat 
memberikan pemenuhan atas hak-hak 
administratif penduduk dalam pelayanan publik 
serta memberikan perlindungan yang berkenaan 
dengan penerbitan Dokumen Kependudukan 
tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui 
peran aktif Pemerintah Daerah; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 ten tang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
ten tang Administrasi Kependudukan, 
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79A, di 
mana Pengurusan dan penerbitan Dokumen 
Kependudukan tidak dipungut biaya, maka 
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamongan Nomor 14 Tahun 2010 ten tang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu 
dilakukan pencabutan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamongan ten tang Pencabutan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 
2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 

I. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
(Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 
Agustus 1950); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 197 4 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235) ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4634) ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5475); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038) ; 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 ten tang Administrasi 
Kependudukan; 

12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 32); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
29 Tahun 2007 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2007 Nomor 18/E). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

dan 
BUPATI LAMONGAN 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI 
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2010 ten tang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 
Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 9 September 2014 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 10 Juli 2014 

BUPATI LAMONGAN, 
ltd. 

FADEL! 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, 
ttd. 

YUHRONUR EFENDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 NOMOR 8 

suai dengan aslinya 
Bagian Hukum, 

' ,/ !~f 1 . (;_K:;;Rfl:;;A:;;Rl-;;Al-;;DAt:Ji\ie'l----+~ 
-, UHADJIR 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
NOMOR 14 TAHUN 2010 

TENTANG 
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK 

DAN AKTA CATATAN SIPIL 

I. UMUM 

Bahwa ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana ketentuan dalam 
Pasal 79A, di mana Pengurusan dan penerbitan Dokumen 
Kependudukan tidak dipungut biaya, maka ketentuan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil, perlu dilakukan pencabutan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mencabut Peraturan 
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 


